SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG

RENCANA AKSI PROVINSI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Menimbang :

a.

PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2020 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2014 ayat (1) tentang Perkebunan yang menyatakan
pengembangan perkebunan diselenggarakan secara
berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial
budaya dan ekologi;

bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 6
Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan
Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Tahun 2019 - 2024,
yang menyatakan Gubernur menyusun Rencana Aksi
Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan pada tingkat provinsi
penghasil kelapa sawit dan menerapkannya dalam berbagai
kebijakan pemerintah daerah provinsi yang terkait dengan
perkebunan kelapa sawit;

bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur
Sumatera Utara khususnya pada misi pertama yaitu Sumatera
Utara yang bermartabat dalam kehidupan, dan sejalan dengan
program prioritas yaitu meningkatkan daya saing melalui
sektor agraris dan pariwisata maka perlu ditetapkan Rencana
Aksi Provinsi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c¢, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Provinsi
Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2020 - 2024,



Mengingat

1.

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Konservasi Sumber Daya

Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3419);

Undang-Undang  Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);



10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan
dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 5679j;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang
Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3718);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 5305};

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik /
Online single Submission (OSS};

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018 tentang Reforma
Agraria;

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Pedoman Perkebunan
kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable
Palm OQil/1SPO);



Menetapkan

18. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan

Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor
39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 38
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI PROVINSI
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN PROVINSI
SUMATERA UTARA TAHUN 2020 - 2024.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1s
2

NP o

Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

Pemerintahan Daerah adalah Gubernur sebagai penyelenggaraan
urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai penyelenggara
urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.

Kabupaten adalah Kabupaten se-Provinsi Sumatera Utara.

Dinas adalah Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara.
Instansi Penanggung Jawab adalah dinas/Lembaga/unit
pelaksana teknis yang menjadi kunci (leading sector) dalam
pelaksanaan sebuah aksi dan menjalankan fungsi koordinasi.
Instansi Pendukung adalah lembaga yang memberikan
kompetensi teknis, dukungan pendanaan atau kontribusi lainnya

dalam pelaksanaan sebuah rencana aksi.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Asosiasi adalah lembaga yang mewakili pekebun dan perusahaan
perkebunan.

Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang
melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kecil kurang
dari 25 ha.

Perusahaan perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga
negara Indonesia dan/atau badan hukum yang didirikan
menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang
mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.

Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan
pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja,
modal dan kapasitas pabrik yang diizinkan memiliki izin usaha.
Tenaga Kerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima
upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Perkebunan kelapa sawit adalah segala kegiatan pengelolaan
sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat
dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran
tanaman perkebunan.

Usaha perkebunan kelapa sawit adalah usaha yang
menghasilkan barang dan jasa perkebunan kelapa sawit.
Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian
Sustainable Palm Oil) yang selanjutnya disebut ISPO adalah
sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak
ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan pada
peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

Sertipikat tanah adalah surat tanda bukti hak atas tanah yang
berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik
dan data yuridis.

Sertifikasi ISPO adalah suatu kebijakan yang diambil oleh
Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pertanian
dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak kelapa
sawit Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam
rangka memenuhi komitmen Presiden Republik Indonesia untuk
mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap
masalah lingkungan.

Kawasan Hutan adalah kawasan hutan yang ditunjuk oleh
Menteri Kehutanan sesuai dengan SK penunjukkan terakhir

tentang kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara.



20.

21

22,

Lahan Kritis adalah lahan yang telah mengalami kerusakan baik
secara fisik, kimia maupun biologi yang disebabkan oleh alam
dan perbuatan manusia sehingga tidak mampu menjadi media
tumbuh tanaman/pohon (budidaya) baik yang sudah dilekati
hak, belum dilekati hak atau bekas hak.

Rencana Aksi Provinsi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan
Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut sebagai RAP-
KSB, adalah dokumen rencana aksi untuk pelaksanaan berbagai
kegiatan dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas,
nilai tambah dan daya saing komoditas kelapa sawit Sumatera
Utara dengan memperhatikan aspek ekonomi sosial budaya dan
ekologi.

Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FoKSBI) Provinsi
Sumatera Utara vang selanjutnya disebut FoKSBI Sumut. adalah
forum multi-pihak untuk meningkatkan sinergitas dan
keselarasan kebijakan pembangunan perkebunan kelapa sawit

berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini adalah agar Rencana Aksi Provinsi

Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Sumatera Utara ini

bisa dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-

masing dan dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD).

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

a. untuk melaksanakan INPRES Nomor 6 Tahun 2019.

b. untuk meningkatkan pembangunan perkebunan kelapa sawit

berkelanjutan Sumatera Utara yang lebih terarah dan terintegrasi

dan pelaksanaannya mendapat dukungan para stakeholder.



Pasal 4

Visi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Sumatera
Utara adalah: “Mewujudkan Perkebunan Kelapa Sawit Sumatera
Utara vyang Berdaya Saing, Berwawasan Lingkungan dan

Bermartabat”.
Pasal 5

Misi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan
Sumatera Utara diarahkan pada intensifikasi pengelolaan kebun,
pengembangan sarana prasarana pendukung usaha perkebunan,
penguatan kelembagaan dan kemitraan, perlindungan sumber daya,
pengembangan agro industri perkebunan serta peningkatan
penerapan standardisasi perkebunan berkelanjutan dan berwawasan

lingkungan, melalui:

1. Melakukan penguatan data, penguatan koordinasi, dan
infrastruktur.

2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun.

3. Melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

4. Menerapkan tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa.

5. Melakukan dukungan percepatan pelaksanaan  sertifikasi

Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian
Sustainable Palm Oil/ ISPO) dan meningkatkan akses pasar produk

kelapa sawit.

Pasal 6

Ruang Lingkup RAP-KSB Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 -
2024  dilaksanakan berdasarkan atas asas manfaat dan
berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan,
keharmonisasian serta berkeadilan sesuai tugas, fungsi dan
kewenangan masing-masing dengan rincian sebagaimana dimaksud
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Gubernur ini.



BAB II
STRATEGI DAN ARAH KEBIJUAKAN PEMBANGUNAN
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Pasal 7

Strategi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan

Sumatera Utara adalah:

a. mengimplementasikan regulasi terkait pembangunan perkebunan
kelapa sawit berkelanjutan;

b. menyelesaikan masalah legalitas lahan perkebunan berdasarkan
peraturan perundang-undangan;

c. menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk optimalisasi hasil
kebun masyarakat secara jangka panjang sekaligus menjaga
kelestarian alam;

d. meningkatkan produktivitas dan pendapatan pekebun dengan
memanfaatkan teknologi budidaya perkebunan tepat guna;

e. memberikan kepastian hukum dan kebijakan daerah yang memberi
jaminan berusaha di sektor perkelapasawitan;

f. meningkatkan kemitraan kelembagaan perkebunan kelapa sawit
mandiri yang saling menguntungkan dengan perusahaan
perkebunan dan badan usaha lainnya;

g. membangun keterbukaan akses terhadap informasi, pendanaan,
pasar dan investasi bagi pekebun,;

h. menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan
berkeadilan di sektor kelapa sawit;

i. membangun sinkronisasi dan koordinasi lintas lembaga/sektor

untuk pembangunan daerah secara optimal.

Pasal 8

Arah Kebijakan Rencana Aksi Provinsi Kelapa Sawit Berkelanjutan

bertujuan untuk:

a. menjadi dokumen acuan bagi berbagai pemangku kepentingan
dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit
berkelanjutan di Sumatera Utara dan mendukung pemerintah
mencapai target 70% produksi minyak sawit bersertifikat di tahun

2024.



b. sebagai alat untuk memperkuat koordinasi dan sinergitas berbagai
pihak dalam mencapai tujuan Pembangunan Kelapa Sawit
Berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara.

c. sebagai alat untuk meningkatkan pemantauan dan pengelolaan
pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Sumatera

Utara.

BAB III
PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

Pasal ©

(1) Pelaksanaan RAP-KSB dilakukan secara koordinatif oleh Tim
Pelaksana Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur, yang terdiri
dari Instansi Penanggung Jawab dan Instansi Pendukung dan
dapat mengikutsertakan peran masyarakat, pelaku usaha dan
para pihak terkait (stakeholders) perkebunan kelapa sawit sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
adalah FoKSBI Provinsi Sumatera Utara.

(3) Gubernur melaksanakan pembinaan dan = pengawasan
terlaksananya RAP-KSB yang didelegasikan kepada Dinas.

(4) Dinas melaporkan hasil pelaksanaan capaian RAP-KSB kepada
Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-

waktu diperlukan.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 10
Biaya pelaksanaan RAP-KSB bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah, dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak

mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.



BAB YV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 13 Mei 2020
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd
EDY RAHMAYADI

diundangkan di Medan
pada tanggal 18 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,
ttd
R. SABRINA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2020 NOMOR 14

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plh.KEPALA BIRO HUKUM

APRILLA H| SIREGAR
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19690421199003 2 003







